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BAB 

1 
 

A. Perspektif Dasar Konseptual Dan Dinamika Otonomi daerah 

Secara struktur kelembagaan, kata pemerintah daerah 

merujuk pada sebuah organisasi publik, sementara kata otonomi 

atau otonom yang dilekatkan pada kata pemerintah daerah 

adalah merujuk pada sebuah kondisi dan sifat dari pemerintah 

daerah. Apa yang disebut kondisi dan sifat itu bisa berubah ubah 

alias dinamis karena sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

stratejik dimana pemerintahan daerah itu berada. Pada situasi 

dan kondisi tertentu organisasi pemerintahan daerah bisa 

memiliki otonomi yang kuat dan optimal dalam pelaksanaannya 

dalam arti memiliki tingkat kebebasan dan kemandirian yang 

tinggi dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan 

kewenangannya. Tetapi dalam kondisi dan lingkungan sosial 

politik yang berbeda bisa berada dalam kondisi terkekang dan 

hanya menjadi unsur pelaksana dari organisasi yang ada di 

atasnya alias hanya sedikit memiliki otonomi.  

Konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia 

sepanjang sejarahnya bisa dipahami dalam rumusan sederhana 

tersebut yang secara faktual memang mengalami pasang surut, 

baik dalam artiam normatif atau praksis. Dinamika atau 

perkembangan otonomi tersebut bisa terjadi dalam rezim 

pemerintahan yang sama atau dalam rezim pemerintahan yang 

berbeda. Juga dalam sistem sosial politik yang sama atau yang 

secara diametral dianggap berbeda. Di era reformasi yang 

menerapkan otonomi luas dan nyata juga ada dinamika otonomi 

dalam arti ada semacam pasang surut baik dalam arti kebijakan 

KONTEKS DAN DASAR 
KEBIJAKAN OTONOMI / 

PEMERINTAHAN 
DAERAH 
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A. Derajat Otonomi dan Ruang Lingkup Kewenangan  

Derajat otonomi dalam arti besarnya kewenangan yang 

dimiliki pemerintah daerah sekarang ini tentu sangat berbeda 

dengan derajat otonomi ketika masih berlaku UU No 4 tahun 

1974. Derajat otonomi daerah yang berlaku di era Orde Baru itu 

sangat rendah, sebaliknya yang berlaku sekarang ini sangat 

tinggi karena hampir semua lingkup kewenangan pemerintahan 

khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik ditetapkan 

sebagai kewenangan pemerintahan daerah. Sekarang ini tidak 

ada yang namanya tingkatan daerah otonom karena semua 

kewenangan otonomi yang dikelola pemerintah daerah itu 

dipertanggungjawabkan secara otonom melalui sistem dan 

mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku, misalnya 

kepada lembaga legislatif (DPRD) atau melalui sistem 

akuntabilitas publik pada umumnya.  

Sungguh kewenangan yang sangat besar dari aspek 

jumlah atau kuantitasnya dibandingkan dengan jumlah 

kewenangan pemerintah pusat yang hanya enam jenis 

kewenangan yang disebutkan secara limitatif. Meskipun dari 

aspek jumlah atau jenis kewenangan pemerintah pusat terbilang 

sedikit, namun jangan diartikan bahwa secara kualitas menjadi 

kurang penting. Jumlah atau jenis kewenangan pemerintah 

pusat memang sedikit dan limitatif, tetapi secara kualitas sangat 

penting dan menentukan keseluruhan ‘organ’ dan sistem 

pemerintahan secara nasional dimana pemerintahan daerah ada 

di dalamnya.  

RUANG LINGKUP DAN 
DINAMIKA KEBIJAKAN 

ADMINISTRASI 
DAERAH OTONOM 
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A. Dinamika Otonomi Dalam Perspektif Implementasinya 

Dinamika otonomi itu bukan hanya sebuah catatan 

sejarah yang miskin makna, meskipun banyak diantaranya yang 

sekedar memuat catatan berupa perubahan kebijakan yang 

mengatur otonomi. Jika dibaca dan dilihat dalam perspektif 

yang luas, maka dinamika otonomi itu memuat pula sejumlah 

makna, baik yang sifatnya langsung atau tidak langsung, 

sehingga keberadaannya tidak hanya sekedar rangkaian catatan 

daftar perubahan kebijakan dan peristiwa. Ada sejumlah makna 

dan pelajaran yang bisa dipetik, meskipun kebijakan otonomi 

dan sejumlah perubahannya belum pernah diimplementasikan 

secara efektif.  

Sejumlah kesulitan dalam mengimplementasikan 

kebijakan atau bahkan kegagalan dalam melaksanakannya 

adalah sebuah pelajaran berharga. Pelajaran tersebut memberi 

bekal untuk selanjutnya membuat kebijakan yang lebih baik atau 

untuk memperbaiki sejumlah kesalahan agar tidak terulang atau 

terjadi di masa berikutnya. Dinamika otonomi yang terjadi di era 

kolonial membawa pengaruh terhadap perkembangan otonomi 

di era awal kemerdekaan. Meskipun kebijakan otonomi di era 

awal kemerdekaan itu belum bisa diimplementasikan secara 

efektif, tetapi hal demikian juga membawa pengaruh terhadap 

kebijakan otonomi di era Orde Baru yang melahirkan Undang 

undang No 5 tahun 1974.  

Kebijakan otonomi di era Orde Baru bisa dianggap lancar 

dalam pelaksanaannya hingga berlangsung dalam kurun waktu 

IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN OTONOMI 

DI ERA REFORMASI 
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A. Otonomi Bagi Bagi Uang Ke Daerah  

Dana otonomi yang dikelola secara mandiri oleh 

pemerintah daerah memang menjadi berlipat lipat 

dibandingkan di era Orde Baru ketika pemerintah daerah hanya 

menjadi pelaksana kebijakan yang ada di daerah, padahal 

statusnya adalah daerah otonom. Dana besar yang dikelola 

secara mandiri oleh daerah otonom adalah konsekuensi dari 

kewenangan besar yang juga diserahkan dan menjadi tanggung 

jawab daerah otonom. Ada banyak dan jenis kewenangan yang 

dikelola yang semuanya masuk kategori sebagai pelayanan 

publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Berangkat dari logika kewenangan besar tersebut yang 

membawa konsekuensi diberikannya dana yang juga besar, 

yang mininal dianggap bisa memenuhi kebutuhan pendanaan 

bagi daerah yang bersangkutan.  

Dana besar yang digelontorkan ke kas daerah untuk 

dikelola dan diadministrasikan secara mandiri oleh daerah 

otonom itu nampak seperti sebuah dana yang dibagi bagi atau 

dikucurkan dari pusat untuk diserahkan kepada daerah untuk 

digunakan bagi keperluan dan kepentingan daerah. Cara 

berpikir sederhana ini masih melekat hingga sekarang 

khususnya di sejumlah daerah otonom baru dan daerah lain 

yang tingkat pemahaman tentang otonomi masih tergolong 

rendah. Masyarakat hanya mengatahui bahwa di era otonomi 

luas itu ada banyak dana yang dikelola pemerintah daerah, 

sehingga ada harapan dari sebagian masyarakat agar mendapat 

KEBIJAKAN DAN 
MANAJEMEN 

KEWENANGAN 
OTONOMI 
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A. Belajar Dari Masa Lalu Sekaligus Berorientasi Ke Depan 

Otonomi luas sebagai pilihan kebijakan yang berlaku 

sekarang ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terlepas dari 

sejarah dan perkembangan model otonomi yang pernah berlaku 

sebelumnya. Ada banyak pelajaran yang diperoleh dari 

kebijakan dan praktik otonomi di masa lalu, termasuk kebijakan 

otonomi yang belum benar benar diimplementasikan 

sebagaimana yang terjadi di era awal kemerdekaan karena 

seringnya dirubah dan diperbaiki sehingga belum nampak jelas 

sosok dan bentuknya serta hambatan permasalahan yang 

dihadapi dan hasil yang diperoleh. Di era Orde baru juga banyak 

pelajaran yang bisa diambil, sehingga muncul semacam sintesis 

model otonomi luas seperti yang berlaku hingga kini.  

Model otonomi yang berlaku sekarang ini jangan 

diasumsikan akan demikian adanya dalam arti tanpa 

perubahan. Prinsip dasarnya mungkin tidak berubah drastis, 

tetapi potensi untuk berubah model dan polanya bisa saja terjadi 

jika ada kondisi empiris dan manajerial yang menghendaki 

demikian. Model otonomi yang berlaku sekarang ini harus 

diposisikan sebagai strategi organisasi pemerintahan daerah 

dalam mengelola organisasi dalam mencapai tujuannya. Model 

otonomi luas bukanlah sebuah ideologi negara atau 

pemerintahan yang relatif kenyal terhadap perubahan, tetapi 

hanya sebuah strategi dalam mencapai tujuan organisasi agar 

semakin ekonomis, efektif dan efisien pelaksanaannya. 

PROSPEK IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN OTONOMI 
LUAS DAN BEBERAPA 
AGENDA KE DEPAN 
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